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RINGKASAN  

HAK MENGENAI UPAH PEKERJA KAPAL  DI  

DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT   

  

(Siti Aisyah Maulida, 2024, 63 hlm)   

  

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah 

perairan lebih luas dari wilayah daratannya. Indonesia diakui sebagai negara 

kepulauan yang ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri 

nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan 

Undang-Undang. Berdasarkan hal ini, sektor kelautan merupakan bagian vital bagi 

pembangunan nasional Indonesia. Seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan 

di sektor kelautan, muncul upaya untuk menjamin pekerja kapal mendapatkan 

hakhak normatif  yang diwujudkan melalui adanya perjanjian kerja laut sebagai 

sarana perlindungan serta pemenuhan antara hak dan kewajiban pekerja maupun 

pengusaha, salah satunya hak mengenai upah. Upah merupakan salah satu faktor 

esensial yang memungkinkan seseorang ingin melakukan suatu pekerjaan terhadap 

perintah pengusaha. Tidak terkecuali upah bagi pekerja kapal di dalam perjanjian 

kerja laut. Upah wajib diatur dalam perjanjian kerja laut sesuai dengan kesepakatan 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun pada saat ini, penerapan upah 

pekerja kapal berdasarkan perjanjian kerja laut masih mengalami banyak kendala 

sehingga tidak terpenuhinya hak upah bagi pekerja kapal.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian kerja laut di 

Indonesia serta mengetahui hak-hak pekerja kapal terhadap upah yang harus 

dibayarkan oleh pengusaha di dalam perjanjian kerja laut.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Kedudukan Perjanjian Kerja Laut diatur secara khusus di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan pengelompokan  

Perjanjian Kerja Laut untuk Nakhoda dan Perjanjian Kerja Laut untuk Anak  

Buah Kapal (ABK) yang disertai dengan prosedur dan ketentuannya masing-

masing. Namun, kedudukan Perjanjian Kerja Laut juga diatur secara umum 

di dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada 

akhirnya dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 



 

ix  

  

tentang Ketenagakerjaan karena berlakunya asas lex posteriori derogate lex 

priori. Oleh demikian, Perjanjian Kerja Laut akan tunduk kepada ketentuan 

umum jika ketentuan khusus tidak mengaturnya.   

2. Hak-hak pekerja kapal terhadap yang harus dibayarkan oleh pengusaha diatur 

sebagian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 

Beberapa hak yang diatur dan disebutkan adalah mengenai benttuk upah, 

mata uang yang akan digunakan, ketentuan upah tambahan, ketentuan 

pemberian upah kepada orang lain, upah luar biasa, dan upah penghelaan. 

Ketentuan upah yang lebih khusus dan lengkap diatur di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mengenai upah 

minimum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Beberapa hak yang diatur adalah mengenai upah yang diberikan 

dalam jangka waktu setahun atau kualifikasi khusus, upah yang tetap 

dibayarkan meskipun pekerja tidak masuk, hingga besaran keterlambatan 

pemberian upah.   
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HAK MENGENAI UPAH PEKERJA  KAPAL DI  

DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT  

  

Siti Aisyah Maulida   

  

ABSTRAK  

  

Penulisan skripsi ini membahas tentang Hak Mengenai Upah Pekerja Kapal Di 

Dalam Perjanjian Kerja Laut dengan jenis penelitian normatif. Tujuan dari penulisan 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan perjanjian kerja laut di 

Indonesia serta bagaimana hak upah pekerja kapal yang harus dibayarkan oleh 

pengusaha di dalam perjanjian kerja laut menurut peraturan perundang-undangan.   

  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kedudukan 

perjanjian kerja laut diakui dan diatur secara khusus di dalam Kitab UndangUndang 

Hukum Dagang dan diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perjanjian kerja. Perjanjian kerja laut 

mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga apabila tidak 

ada ketentuan khusus di dalam KUHD yang telah diatur, maka ketentuan umum di 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan 

digunakan. Kedua, hak upah pekerja kapal yang harus dibayarkan oleh pengusaha 

di dalam perjanjian kerja laut terbagi menjadi beberapa jenis upah yang sebagian 

disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan diatur dengan lebih 

jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan 

aturan mengenai upah minimum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.  

  

Kata kunci: Perjanjian Kerja Laut, Upah, Pekerja Kapal   
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